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BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 124 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut
Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 37
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan besaran tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati Garut
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan
dilakukan penyesuaian,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 56
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



Menetapkan

10.

11.

12.

2

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2008 Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GARUT NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.



Pasal I

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 56) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 37 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 80), diubah sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah
sebagai berikut:

a. Ketua DPRD sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
dan

c. Anggota DPRD sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu
rupiah).

(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh 21) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 7 - 2021

BUPATI GARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 7 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
ttd

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 124

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

Ditandatangani secara elektronik o

badhad Kepala Bagian Hukum
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KRISTANTI WAHYUNI,SH N\
NIP. 197406082005012009
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